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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya,
Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 22 ini dapat
disusun. Sejak berkumandangnya genta reformasi di negeri ini, yang ditandai dengan
ditetapkannya Paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Pemerintah secara terus menerus telah melakukan penyempurnaan tata
kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara.

Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan
salah satu media untuk menyebarluaskan informasi akuntansi dan keuangan pemerintah
kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Artikel pada Buku Panduan Teknis berisi tentang pembahasan teknis kegiatan pengelolaan
keuangan negara, terutama terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
(akuntansi dan pelaporan keuangan), sehingga para pengelola keuangan dapat mengetahui
perkembangan terkini dari praktik-praktik pelaksanaan anggaran dan akuntansi

pemerintahan.

Panduan teknis ini merupakan kelanjutan dari panduan teknis Pelaksanaan Anggaran dan
Akuntansi Pemerintah Pusat yang sampai dengan saat ini telah terbit sebanyak 21 edisi.
Sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya, edisi kali ini mengakomodasi perkembangan dari
perubahan yang terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan

negara.

Edisi ke-22 ini menyajikan panduan teknis mengenai “Akuntansi Hibah Langsung dalam

SPAN dan Internet Banking pada Bendahara Pengeluaran: Teori dan Praktek”.

Besar harapan kami, panduan teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi
pengembangan pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan

pemerintah. Untuk itu, kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka
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perbaikan kualitas materi dan penyajian dari Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan

Akuntansi Pemerintah Pusat ini.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Firmansyah N.NazaroedinQ®™
NIP.196405191984021001
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Akuntansi Hibah Langsung dalam SPAN
Oleh : Andi Khairuddin, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tulisan ini tidak membahas mengapa pilihan mengkonsolidasikan arus kas transaksi
hibah uang melalui pengesahan ke KPPN dan juga tidak memperdebatkan kenapa disebut
hibah langsung padahal sudah dapat direncanakan jauh-jauh hari dan juga tidak
membicarakan kenapa masih disebut hibah padahal penerima manfaatnya adalah pemberi
hibah. Tulisan ini semata-mata hanya mengenai tata cara pencatatan hibah langsung, baik
bentuk uang, maupun barang/jasa, khususnya pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara.

A. Pendahuluan

Hibah yang diterima pemerintah sebagaimana secara umum diketahui merupakan hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah dalam
bentuk uang, surat berharga, barang dan/atau jasa. Sedangkan hibah langsung, merupakan
wujud hibah yang langsung diterima oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga,
dengan tidak melalui mekanisme pencairan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN.

Beberapa ketentuan yang mengatur penatausahaan dan pencatatan transaksi hibah
langsung dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan
Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pengaturan, baik melalui surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan maupun Direktur Akuntansi dan Pelaporan, yang memberikan
petunjuk lebih lanjut dan/atau memberikan penegasan atas tata cara pencatatan transaksi
hibah langsung baik bentuk uang, barang dan/atau jasa. Sebagian besar dari pengaturan
tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Pusat.
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B. Transaksi Hibah Langsung

Transaksi yang terkait dengan penerimaan hibah langsung meliputi:
Pengakuan Pendapatan Hibah

Pencatatan Kas di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
Pencatatan belanja dan beban yang bersumber dari hibah
Pencatatan Penyetoran sisa Kas Hibah;

Pencatatan Pengembalian sisa Kas Hibah

-~ 0o o 0 T ®

Pencatatan Aset yang berasal dari hibah bentuk barang;

Pengakuan Beban yang berasal dari hibah bentuk jasa;

Q@

Pencatatan pendapatan hibah langsung bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat
berharga dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Hibah yakni Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan Hibah yang terdapat

pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Pencatatan aset, pengakuan beban serta pelaporan Kas Lainnya di Kementerian Negara
dari Hibah (Kas Hibah) akan dicatat dan dilaporkan oleh satuan kerja selaku Unit Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Sedangkan KPPN selaku
Kuasa BUN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga melaporkan Kas Lainnya di
Kementerian Negara dari Hibah pada Laporan Keuangan Kuasa BUN (LK UAKBUN KPPN).

C. Akuntansi transaksi Hibah Langsung pada SPAN

Secara umum perlakuan akuntansi atas transaksi hibah langsung dapat dibedakan
menjadi akuntansi atas Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dan Hibah Langsung
Uang. Pencatatan transaksi Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga meliputi
Pencatatan Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya, Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan
Beban, sedangkan atas transaksi Hibah Langsung Uang selain Pengakuan Pendapatan dan
Pengakuan Beban/Belanja yang bersumber dari dana Hibah, juga terdapat Pencatatan
Pengembalian Sisa Kas Hibah ke Pemberi Hibah serta Pencatatan Penyetoran Sisa Kas
Hibah.

1. Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

Pengelolaan transaksi hibah langsung barang/jasa/surat berharga pada satuan kerja dimulai
dari proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah, Berita Acara Serah Terima,
pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk barang/jasa dari luar negeri
ke Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), permohonan nomor register hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri ke Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan, serta pengajuan pengesahan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke
KPPN. Sedangkan proses di KPPN berupa Pengesahan Pendapatan dan persetujuan
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pencatatan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang, Jasa dan Surat Berharga (MPHL
BJS).! Pengesahan Pendapatan hibah Langsung Barang, Jasa dan Surat Berharga melalui
penerbitan MPHLBJS dilakukan di KPPN merupakan proses bisnis baru KPPN dalam
rangka meniadakan selisih pembukuan pendapatan hibah Langsung Barang, Jasa dan Surat
Berharga yang semula dilaksanakan oleh DJPPR menjadi di KPPN.

Seiring dengan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, transaksi penerimaan
hibah barang/jasa tidak disajikan lagi sebagai pendapatan hibah pada Laporan Realisasi
Anggaran sebagai transaksi non kas, namun hanya disajikan sebagai pendapatan pada
Laporan Operasional. Barang yang diperoleh dari hibah disajikan sebagai aset
tetap/persediaan/aset lainnya dalam Neraca, sedangkan jasa yang diterima dari hibah

disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Tahapan pengesahan pendapatan dan pencatatan aset tetap/aset lainnya/persediaan/
beban atas penerimaan hibah langsung barang/jasa/surat berharga dapat digambarkan

sebagai berikut:

Pengajuan permohonan nomor register dilampiri dengan perjanjian hibah, ringkasan naskah

hibah dan dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani

perjanjian hibah.

llustrasi pencatatan/jurnal pada SPAN

llustrasi 1:

e Satuan Kerja Polres Blora menerima hibah dari Pemerintah Daerah setempat sebidang
tanah senilai Rp750.000. Dalam rangka pengesahan pendapatan hibah tersebut, satuan
kerja menerbitkan SP3HL-BJS dan dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang
bersumber dari Hibah Langsung Barang, Jasa dan Surat Berharga, Satker menerbitkan
MPHL-BJS.

! PMK nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah pasal 40
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e Selanjutnya Satker mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL BJS secara bersamaan ke KPPN
Mitra untuk dilakukan pencatatan :
1. pendapatan Hibah bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri
maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga;
beban jasa untuk pencatatan jasa yang bersumber dari Hibah dalam bentuk jasa;
3. barang persediaan, aset tetap dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan,
aset tetap dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang;
dan/atau
4. setara kas dan/atau investasi untuk pencatatan surat berharga yang bersumber
dari Hibah dalam bentuk surat berharga.
Sebelumnya, pengesahan SP3HL-BJS dilaksanakan oleh DJPPR, namun sejak
diterbitkan PMK 99/PMK.05/2017 pengesahan SP3HL-BJS dilakukan oleh KPPN. Proses
selanjutnya adalah KPPN menerbitkan persetujuan MPHLBJS.

Atas persetujuan MPHLBJS oleh KPPN tersebut, jurnal di SPAN terbentuk hanya pada
ledger akrual sebagai berikut:

Perkiraan® Debit Kredit
643539.163.131111.0000000.0000000.0000000000.00000.2.0314.0.000000.000000 750.000
977263.140.431121.0000000.0000000.L02ZGEVQ1A.00000.1.0151.2.000000.000000 750.000
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.643539.000000 750.000
643539.163.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 750.000

Jurnal baris pertama dan kedua merupakan jurnal atas transaksi pengakuan perolehan
aset tanah (131111) pada satker Polres Blora (643539) mitra KPPN Purwodadi (163)
serta pendapatan hibah dalam negeri bentuk barang (431121) pada satker BUN
Pengelolaan Hibah DJPPR (977263) mitra KPPN Khusus Pembiayaan dan Hibah (140),
sedangkan baris ketiga dan keempat adalah jurnal intra company (intraco journal)
sebagai jurnal penyeimbang yang dapat dimaknai posting rule dalam konsep akuntansi

dan pelaporan keuangan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pada jurnal di atas, dapat diperhatikan juga bahwa nomor register menjadi salah satu
segmen dalam baris perkiraan yakni sebagai Segmen Dana dengan kode LO2ZGEVQ1A.
Segmen Dana merupakan kombinasi Sumber Dana + Cara Tarik + No Register (1+1+8).
Dengan kode sumber dananya yang berisi “L” diketahui bahwa hibah tersebut berasal

dari dalam negeri.

2 COA SPAN terdiri dari 12 segmen; yakni satker.kppn.akun.program.output.dana.bank. kewenangan.
lokasi.anggaran.antar entitas.cadangan
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llustrasi 2:

e Satuan Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (239807) menerima
hibah dari luar negeri berupa jasa konsultasi (522131) sebesar Rp581.816 dan jasa
lainnya (522191) Rp3.582.519. Atas penerimaan hibah tersebut, satker mengajukan
permohonan pengesahan pendapatan dengan dokumen sumber SP3HL-BJS dan
pencatatan hibah dengan dokumen sumber MPHLBJS ke KPPN.

Atas persetujuan pencatatan tersebut, jurnal di SPAN terbentuk hanya pada ledger

akrual sebagai berikut:

Perkiraan Debit Kredit
239807.128.522131.0290508.5426024.M072192601.00000.2.0207.9.000000.000000 581.816
239807.128.522191.0290508.5426024.M072192601.00000.2.0207.9.000000.000000 3.582.519
977263.140.431222.0000000.0000000.M072192601.00000.1.0151.2.000000.000000 4.164.335
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.239807.000000 4.164.335
239807.128.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 581.816
239807.128.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 3.582.519

Jurnal baris pertama, kedua dan ketiga merupakan jurnal atas transaksi pengakuan
beban jasa konsultan (522131) dan jasa lainnya (522191) pada satker Balai Besar Taman
Nasional Gunung Gede Pangrango (239807) mitra KPPN Sukabumi (128) serta
pengakuan pendapatan hibah luar negeri bentuk jasa (431222) pada satker BUN
Pengelola Hibah DJPPR (977263) mitra KPPN Khusus Pembiayaan dan Hibah (140),
sedangkan baris keempat, kelima dan keenam adalah jurnal antar entitas/intra company

(intraco journal) sebagai jurnal penyeimbang.

Dengan memperhatikan Segmen Dana (M072192601) yang dimulai dengan huruf “M”
diketahui bahwa hibah tersebut berasal dari luar negeri.

2. Hibah Langsung Uang

Pengelolaan transaksi hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari
hibah langsung pada satuan kerja dimulai dari proses pengajuan permohonan nomor
register hibah dari luar negeri ke DJPPR sedangkan nomor register yang dari dalam negeri
ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah ke
KPPN, penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA dan pengajuan
pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk uang dan belanja yang bersumber dari

hibah langsung ke KPPN. Sedangkan proses di KPPN meliputi persetujuan pengesahan
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pendapatan, belanja dan pengembalian sisa kas hibah serta pencatatan penyetoran sisa kas
hibah.?

Secara umum tahapan pengelolaan transaksi hibah langsung uang dapat diuraikan
sebagaimana gambar berikut:

Pengajuan
persetujuan
pembukaan

2kening
Hibah

Pengajuan permohonan nomor register hibah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
pada satuan kerja penerima hibah langsung uang dari luar negeri ditujukan kepada Direktur
Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan
Setelmen (Dit. EAS DJPPR) sedangkan permohonan register atas hibah langsung dalam
bentuk uang dari dalam negeri kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sesuai
dengan perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengajuan permohonan
pembukaan rekening hibah ditujukan ke KPPN. Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan
kerja penerima hibah langsung uang membuka rekening pada Bank Umum dengan

melampirkan persetujuan pembukaan rekening dari KPPN mitra kerjanya.

Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran tersebut melakukan penyesuaian pagu belanja
yang bersumber dari hibah langsung uang, baik yang diterima dari luar negeri maupun
dalam negeri, dengan melakukan Revisi DIPA yang diajukan ke Kanwil Ditien PBN bersifat
menambah pagu belanja dan mempertimbangkan rencana pengeluaran dan belanja yang
terukur. Untuk menyikapi kinerja pelaksanaan anggaran, sangat dianjurkan untuk melakukan
revisi DIPA tersebut sebesar yang dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun
anggaran, meskipun jumlah uang yang diterima lebih besar dari rencana pengeluaran. DIPA
dapat direvisi kembali sesuai dengan sisa Kas dari Hibah. Sisa uang yang bersumber dari
hibah langsung, dapat dikembalikan kepada pemberi hibah atau disetor ke kas negara
sesuai dengan perjanjian hibah.

Transaksi yang mendapatkan pengesahan dan/atau pencatatan di KPPN terkait dengan
Hibah Langsung Uang adalah:
a. Pendapatan Hibah;

® peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
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b. Belanja dan beban yang bersumber dari Hibah;
c. Pengembalian sisa kas hibah kepada pemberi hibah; dan/atau

d. Penyetoran sisa kas hibah ke kas negara.

llustrasi pencatatan/jurnal pada SPAN

Satuan Kerja Komite Pemilihan Umum Kab. Yalimo menerima hibah dalam bentuk uang dari

Pemerintah Daerah setempat sebesar Rp17.000.000. Hibah tersebut telah mendapatkan

persetujuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan nomor register 21HJFG9Y. Rencana

pengeluaran sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp14.000.000. Sampai dengan

akhir tahun, uang dari hibah tersebut telah dibelanjakan sebesar Rp13.799.500. Satker

mengajukan permohonan pencatatan hibah dengan dokumen SP2HL ke KPPN.

Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang dilakukan oleh satuan kerja adalah:

a. mencatat penerimaan uang hibah dan melakukan pengesahan atas penerimaan hibah
langsung uang ke KPPN sebesar Rp17.000.000;

b. melakukan revisi Belanja dari Hibah pada DIPA sebesar Rp14.000.000;

c. mencatat belanja dari hibah dan melakukan pengesahan belanja dari hibah ke KPPN
sebesar Rp13.799.500

Atas transaksi tersebut jurnal yang terbentuk di SPAN pada Buku Besar Akrual dan Buku

Besar Kas, sebagai berikut:

a. Pada saat pengajuan permohonan persetujuan pengesahan pendapatan hibah dengan
dokumen SP2HL, diterima atau divalidasi. Jurnal pada buku besar akrual (tidak

terdapat jurnal pada buku besar kas) sebagai berikut:

977263.140.115211.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.000000.000000 17.000.000

977263.140.431133.0000000.0000000.J021HIFG9Y.00000.1.0151.2.000000.000000 17.000.000

b. Pada saat penerbitan SPHL atas persetujuan permohonan pencatatan pengesahan

pendapatan hibah dengan dokumen SP2HL (Jurnal pada buku besar akrual) sebagai

berikut:
670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HJIFGIY.53047.0.0000.0.000000.000000 17.000.000
977263.140.115211.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.000000.000000 17.000.000
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 670909.000000 17.000.000
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 17.000.000

c. Jurnal pada buku besar kas hanya pada saat penerbitan SPHL sebagai berikut:
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670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 17.000.000
977263.140.431133.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.1.0151.2.000000.000000 17.000.000
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 670909.000000 17.000.000
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 17.000.000

d. Tidak terdapat penjurnalan pada SPAN atas transaksi revisi Belanja dari Hibah pada

DIPA, pencatatan yang dilakukan pada SPAN hanya single entry.

e. Pada saat penerimaan permohonan persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari
hibah dengan dokumen SP2HL, diterima atau divalidasi (Jurnal pada buku besar
akrual) sebagai berikut:

670909.113.521219.0760106.3364034.J021HIFG9Y.53047.2.2531.2.000000.000000 13.799.500

670909.113.212112. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 13.799.500

Jurnal yang terbentuk pada saat SP2HL diterima dan divalidasi tersebut di atas
merupakan jurnal atas transaksi liability mapping.
Tidak terdapat penjurnalan pada buku besar kas saat penerimaan pengajuan

pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan dokumen SP2HL.

f. Pada saat persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan penerbitan
dokumen SPHL, (Jurnal pada buku besar akrual) sebagai berikut:

670909.113.212112. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 13.799.500

670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 13.799.500

g. Pada saat persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan penerbitan
dokumen SPHL, (Jurnal pada buku besar kas) sebagai berikut:

670909.113.521219. 0760106.3364034.J021HIFG9Y.53047.2.2531.2.000000.000000 13.799.500

670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 13.799.500

Pada Laporan Keuangan Tahunan, Realisasi Belanja dari Hibah Satker KPU Kab. Yalimo
98.57% (=Rp13.799.500/Rp14.000.000) dan saldo Kas di K/L dari Hibah pada sebesar
Rp3.200.500 (=Rp17.000.000 — Rp13.799.500). Untuk dapat menggunakan sisa kas di
K/L dari Hibah tersebut pada tahun anggaran berikutnya, satuan kerja harus melakukan
revisi DIPA.

Apabila rencana kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya akan

menggunakan seluruh dana yang tersedia, maka agar seluruh dapat digunakan dan tidak
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terdapat sisa, maka revisi belanja dari hibah tersebut dilakukan dengan melakukan
pembulatan ribuan rupiah ke atas, (karena DIPA disajikan dalam ribuan penuh).

Pengesahan belanja tetap tidak dapat melebihi limit kas hibah yang tersedia.

Apabila rencana kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya akan
menggunakan hanya sebagian dana yang tersedia, maka untuk menyikapi Kinerja
pelaksanaan anggaran, sangat dianjurkan untuk melakukan revisi DIPA sebesar rencana
pengeluaran sampai akhir tahun, dan atas sisa kas dari hibah tersebut dapat

dikembalikan ke pemberi hibah atau disetor ke kas negara.

3. Pengembalian Sisa Kas Hibah

Pencatatan pengembalian sisa kas hibah kepada pemberi hibah dapat dibedakan menjadi
Pengembalian atas Pendapatan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengembalian atas
Pendapatan Hibah Tahun Anggaran Berjalan. Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun
Anggaran Berjalan dicatat dengan mengurangi Pendapatan Hibahnya. Pencatatan
pengurangan pendapatan hibah tersebut menggunakan satuan kerja BUN Pengelolaan
Hibah*.

Sedangkan atas Pengembalian Pendapatan Hibah TAYL dicatat dengan melakukan koreksi
atas akun ekuitas. Koreksi akun ekuitas ini, sampai saat ini masih hanya pada satuan kerja
(penerima hibah langsung uang) penerbit SP4HL, dan tidak terdapat perlakuan akuntansi
atas koreksi ekuitas pada UAKPA BUN Pengelolaan Hibah®.

Selanjutnya perbedaan satker yang mencatat dan melaporkan pengembalian hibah
langsung tersebut ditegaskan kembali melalui surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan nomor: S-5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 mengenai Kebijakan Akuntansi

dalam Rangka Penyusunan LKKL.

llustrasi 1 pencatatan/jurnal pada SPAN

» Pada tahun anggaran berikutnya, Satuan Kerja KPU Kab. Yalimo, direncanakan hanya
akan menggunakan sebagian sisa dana hibah, dan sisa kas hibah akan dikembalikan
kepada pemberi hibah. Rencana kegiatan lanjutan tersebut membutuhkan dana sebesar
Rp2.500.000, dan atas rencana tersebut KPU Kab. Yalimo telah mengajukan revisi DIPA.
Sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan uang dari hibah tersebut telah dibelanjakan
sebesar Rp2.499.500, dan sisa Kas hibah telah dikembalikan ke pemberi hibah.

Berdasarkan informasi tersebut, transaksi keuangan yang terjadi adalah:

* Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor: S-183/PB.6/2016 tanggal 8 Januari 2016
> ND Kasubdit Sistem Akuntansi terkait Broadcast Pengembalian Hibah Langsung tanggal 24 Mei 2016
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a. melakukan revisi Belanja dari Hibah pada DIPA sebesar Rp2.500.000;

b. mencatat dan melakukan pengesahan atas belanja yang bersumber hibah langsung
uang ke KPPN sebesar Rp2.499.500;

c. mencatat dan melakukan pengesahan atas pengembalian sisa kas hibah sebesar
Rp701.000 (sisa kas hibah Rp3.200.500 dikurangi dengan belanja yang bersumber
dari hibah Rp2.499.500)

Atas transaksi tersebut jurnal yang terbentuk di SPAN pada Buku Besar Akrual dan Buku

Besar Kas sebagai berikut:

a. Atas transaksi revisi Belanja dari Hibah pada DIPA, pencatatan yang dilakukan pada
SPAN hanya single entry.

b. Pada saat penerimaan permohonan pengesahan pencatatan belanja dari hibah
dengan dokumen SP2HL, diterima atau divalidasi. Jurnal pada buku besar akrual

(Tidak terdapat jurnal pada buku besar kas) sebagai berikut:

670909.113.521219. 0760106.3364034. J021HIFG9Y.53047.2.2351.2.000000.000000 2.499.500

670909.113.212112. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 2.499.500

c. Pada saat persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan penerbitan

dokumen SPHL, (Jurnal pada buku besar akrual) sebagai berikut:

670909.113.212112. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 2.499.500

670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 2.499.500

d. Pada saat persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan penerbitan

dokumen SPHL, Jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

670909.113.521219.0760106.3364034.J021HIFG9Y.53047.2.2351.2.000000.000000 2.499.500

670909.113.111822.0000000.0000000.J021HIJFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 2.499.500

e. Pada saat pengajuan permohonan persetujuan pengesahan pencatatan pengembalian
sisa kas hibah dengan dokumen SP4HL, diterima atau divalidasi. Jurnal pada buku

besar akrual (tidak terdapat jurnal pada buku besar kas) sebagai berikut:

670909.113.311911.0760106.3364034.J021HIFG9Y.00000.2.2351.0.000000.000000 701.000

670909.113.212191.0760106.3364034.J021HIFG9Y.00000.0.0000.0.000000.000000 701.000
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f. Pada saat penerbitan SP3HL atas persetujuan permohonan pencatatan pengesahan
pencatatan pengembalian sisa kas hibah (Jurnal pada buku besar akrual) sebagai
berikut:

Perkiraan Debit Kredit
670909.113.212191.0760106.3364034. J021HIJFG9Y.00000.0.0000.0.000000.000000 701.000
670909.113.111822.0000000.0000000. J021HIJFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 701.000

g. pada saat penerbitan SP3HL atas persetujuan permohonan pencatatan pengesahan
pencatatan pengembalian sisa kas hibah (Jurnal pada buku besar kas) sebagai
berikut:

Perkiraan Debit Kredit
670909.113.311911.0680106.3331078.J021HJFG9Y.00000.0.0000.0.000000.000000 701.000
670909.113.111822.0000000.0000000.J021HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 701.000

Dari ilustrasi pencatatan transaksi pengembalian sisa kas hibah atas pendapatan hibah
yang diterima pada tahun anggaran yang lalu tersebut di atas, dapat terlihat bahwa
seluruh pencatatan hanya pada satuan kerja penerima hibah, dan tidak terdapat
pencatatan pada satuan kerja BUN Pengelolaan Hibah (DJPPR). Meskipun transaksi
pendapatan hibah tahun sebelumnya pernah dicatat dan dilaporkan oleh Satker BUN
Pengelolaan Hibah (DJPPR).

llustrasi 2 pencatatan/jurnal pada SPAN

» Pada tahun anggaran berikutnya, Satuan Kerja KPU Kab. Yalimo menerima hibah
uang dari Pemda tahap kedua sebesar Rp3.000.000, dengan perjanjian sisa kas hibah
dikembalikan kepada pemberi hibah. Rencana kegiatan diperkirakan membutuhkan
dana sebesar Rp6.105.000, dan atas rencana tersebut KPU Kab. Yalimo telah
mengajukan revisi DIPA. Sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan uang dari hibah
tersebut telah dibelanjakan sebesar Rp6.100.000, dan sisa Kas hibah telah
dikembalikan ke pemberi hibah.

Berdasarkan informasi tersebut, transaksi keuangan yang terjadi adalah:

a. mencatat penerimaan uang hibah dan melakukan pengesahan atas penerimaan
hibah langsung uang ke KPPN sebesar Rp3.000.000;

b. melakukan revisi Belanja dari Hibah pada DIPA sebesar Rp6.105.000;

c. mencatat dan melakukan pengesahan atas belanja yang bersumber hibah langsung
uang ke KPPN sebesar Rp6.100.000;

d. mencatat dan melakukan pengesahan atas pengembalian sisa kas hibah sebesar
Rp100.500 (Rp3.200.500 + Rp3.000.000 — Rp6.100.000)

11
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Atas transaksi tersebut jurnal yang terbentuk di SPAN pada Buku Besar Akrual dan

Buku Besar Kas sebagai berikut:

a. Pada saat pengajuan permohonan persetujuan pengesahan pendapatan hibah
dengan dokumen SP2HL, diterima atau divalidasi. Jurnal pada buku besar akrual
(tidak terdapat jurnal pada buku besar kas) sebagai berikut:

977263.140.115211.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.000000.000000 3.000.000
977263.140.431133.0000000.0000000.J021HIFG9Y.00000.1.0151.2.000000.000000 3.000.000

b. Pada saat penerbitan SPHL atas persetujuan permohonan pencatatan pengesahan

pendapatan hibah dengan dokumen SP2HL (Jurnal pada buku besar akrual)

sebagai berikut:

670909.113.111822.0000000.0000000.J021HIJFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 3.000.000
977263.140.115211.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.000000.000000 3.000.000
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.670909.000000 3.000.000
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 3.000.000

c. Pada saat penerbitan SPHL atas persetujuan permohonan pencatatan pengesahan
pendapatan hibah dengan dokumen SP2HL , jurnal pada buku besar kas sebagai

berikut:
670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFGIY.53047.0.0000.0.000000.000000 3.000.000
977263.140.431133.0000000.0000000. JO21HIFGIY.53047.1.0151.2.000000.000000 3.000.000
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.670909.000000 3.000.000
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 3.000.000

d. Tidak terdapat penjurnalan pada SPAN atas transaksi revisi Belanja dari Hibah
pada DIPA, pencatatan yang dilakukan pada SPAN hanya single entry.

e. Pada saat penerimaan permohonan pengesahan pencatatan belanja dari hibah
dengan dokumen SP2HL, diterima atau divalidasi. Jurnal pada buku besar akrual
(Tidak terdapat jurnal pada buku besar kas) sebagai berikut:

670909.113.521219.0760106.3364034. JO21HIFG9Y.53047.2.2531.2.000000.000000 6.100.000

670909.113.212112. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 6.100.000
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f. Pada saat persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan
penerbitan dokumen SPHL, (Jurnal pada buku besar akrual) sebagai berikut:

670909.113.212112. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 6.100.000

670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 6.100.000

g. Pada saat persetujuan pengesahan pencatatan belanja dari hibah dengan

penerbitan dokumen SPHL, Jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

670909.113.521219.0760106.3364034.J021HIFG9Y.53047.2.2531.2.000000.000000 6.100.000

670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 6.100.000

h. Pada saat pengajuan permohonan persetujuan pengesahan pencatatan
pengembalian sisa kas hibah dengan dokumen SP4HL, diterima atau divalidasi.
Jurnal pada buku besar akrual (tidak terdapat jurnal pada buku besar kas)

sebagai berikut:

977263.140.431133.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.1.0151.7.000000.000000 100.500

977263.140.219123. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 100.500

i. Pada saat penerbitan SP3HL atas persetujuan permohonan pencatatan
pengesahan pencatatan pengembalian sisa kas hibah (Jurnal pada buku besar

akrual) sebagai berikut:

977263.140.219123. 0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 000000.000000 100.500
670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 100.500
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.670909.000000 100.500

j. Pada saat penerbitan SP3HL atas persetujuan permohonan pencatatan
pengesahan pencatatan pengembalian sisa kas hibah (Jurnal pada buku besar

kas) sebagai berikut:

977263.140.431133.0000000.0000000.J021HIFG9Y.53047.1.0151.7.000000.000000 100.500
670909.113.111822.0000000.0000000.J021HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.977263.000000 100.500
977263.140.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0.670909.000000 100.500
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4. Penyetoran Sisa Kas Hibah Ke Kas Negara

Pencatatan penyetoran sisa kas hibah ke kas negara tidak membedakan apakah penyetoran
tersebut atas Pendapatan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu atau atas Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran Berjalan, namun membedakan antara sisa kas hibah yang telah disahkan
dengan yang belum disahkan. Penyetoran ke kas negara yang sudah disahkan dicatat
dengan menggunakan akun transitoris, yang secara fungsinya memindahkan/melakukan
reklasifikasi pencatatan saldo Kas di K/L dari Hibah menjadi saldo Kas di Rekening
Penerimaan. Penyetoran sisa Hibah Langsung Uang tersebut menggunakan akun
Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan (815131), dan kode

satker penyetor/penerima hibah®.

Mengingat saldo Kas di K/L dari Hibah termasuk saldo Kas yang dibukukan dan dilaporkan
oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah dan saldo kas dari Hibah pada Laporan Arus Kas,
maka atas penyetoran sisa kas hibah yang telah disahkan, KPPN harus melakukan
penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan penjurnalan berdasarkan informasi yang
diterima dari satuan kerja meliputi nomor register hibah, NTPN, dan tanggal penyetoran

setelah memastikan bahwa setoran tersebut telah diterima di kas negara dan dibukukan.

Penjurnalan dilakukan oleh KPPN yang melakukan pengesahan transaksi pendapatan dan
belanja yang bersumber dari hibah tersebut, dengan mendebit akun Pengeluaran
Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan (825131) dan mengkredit akun Kas
Lainnya di K/L dari Hibah (111822) dengan kode satker penyetor/penerima hibah dan kode
segmen bank yang sesuai.

Sedangkan Penyetoran sisa Hibah Langsung Uang yang belum disahkan menggunakan
akun Pendapatan dari Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (423964), dan kode satker
penyetor/penerima hibah’.

llustrasi pencatatan/jurnal pada SPAN

Terdapat sisa Kas hibah Satuan Kerja KPU Kab. Yalimo sebesar Rp100.500 disetor ke kas

negara, maka ilustrasi jurnal yang terdapat pada SPAN sebagai berikut:

a. Pada saat penerimaan di kas negara, jurnal pada buku besar akrual sebagai berikut:

Perkiraan Debit Kredit
999974.901.111422.0000000.0000000.0000000000.M9004.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.815131.0000000.0000000.0000000000.M9004.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 999974.000000 100.500

® Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-5442/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016, dan Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor: S-5445/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016
7 Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-9693/PB.6/2016 tanggal 29 November 2016
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999974.901.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 670909.000000 100.500
670909.113.815131.0000000.0000000.0000000000.M9004.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.111822.0000000.0000000.0000000000.M9004.0.0000.0.000000.000000 100.500

b. Pada saat penerimaan di kas negara, jurnal pada buku besar kas sebagai berikut:

999974.901.111422.0000000.0000000.0000000000.M9004.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.815131.0000000.0000000.0000000000.M9004.0.0000.0.000000.000000 100.500
670909.113.313111.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 999974.000000 100.500
999974.901.313121.0000000.0000000.0000000000.00000.0.0000.0. 670909.000000 100.500

c. Jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh KPPN atas setoran sisa kas hibah, pada buku

besar kas sebagai berikut:

670909.113.825131.0000000.0000000. JO21HJIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 100.500

670909.113.111822.0000000.0000000. JO21HIFG9Y.53047.0.0000.0.000000.000000 100.500

D. Sekilas Akuntansi Hibah Langsung pada Satuan Kerja

Proses akuntansi dan pelaporan pada SPAN tidak hanya untuk KPPN selaku Kuasa
BUN, namun terdapat juga pencatatan untuk satuan kerja penerima hibah langsung pada
Kementerian  Negara/Lembaga. Mengingat perlakuan akuntansi pada satuan
kerja/kementerian negara/lembaga sedikit berbeda yaitu menggunakan aplikasi sistem
akuntansi instansi berbasis akrual, terdapat sedikit perbedaan proses pencatatan akuntansi

dan pelaporan pada satuan kerja dimaksud.

Untuk memberikan gambaran singkat pencatatan hibah langsung pada satuan

kerja/lKementerian Negara/Lembaga, berikut diberikan ilustrasi jurnal yang terbentuk.
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= Hibah Langsung Barang

Jurnal Penyesuaian — saat penerimaan barang dengan BAST pada aplikasi SAIBA

Dr. 1xxxxx Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan Yang Belum Diregister
Cr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan

Jurnal Perekaman pada aplikasi SIMAK-BMN/Persediaan

Dr. Ixxxxx Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan
Cr. IXxXxxX Aset Tetap/Aset Lainnya/Persediaan Yang Belum Diregister

Jurnal Perekaman Persetujuan MPHLBJS pada aplikasi SAIBA
Dr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan
Cr. 391131 Pengesahan Hibah Langsung

= Hibah Langsung Barang Ekstrakomptabel

Jurnal saat penerimaan barang dengan BAST

Dr. 59511x Beban Aset Ekstrakomptabel
Cr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan

Jurnal Perekaman Persetujuan MPHLBJS

Dr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan
Cr. 391131 Pengesahan Hibah Langsung

= Hibah Langsung Jasa

Jurnal saat penerimaan jasa dengan BAST pada aplikasi SAIBA
Dr. 52xxxx Beban Jasa

Cr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan
Jurnal Perekaman Persetujuan MPHLBJS pada aplikasi SAIBA
Dr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan

Cr. 391131 Pengesahan Hibah Langsung

* Hibah Langsung Uang

Jurnal saat penerimaan kas di rekening pada aplikasi SAIBA
Dr. 111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan

Cr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan

Jurnal saat perekaman SPHL atas penerimaan kas pada aplikasi SAIBA

Dr. 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah

Cr. 111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan
Dr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan

Cr. 391131 Pengesahan Hibah Langsung
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Jurnal saat perekaman SPHL atas belanja pada aplikasi SAIBA

Dr.132211 Peralatan dan mesin belum diregister
Dr. 52xxxx Beban Barang

Dr. 52xxxx Beban Jasa

Cr. 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah

Jurnal pencatatan peralatan dan mesin pada aplikasi SIMAK BMN
Dr. 132111 Peralatan dan Mesin

Cr.132211 Peralatan dan mesin belum diregister

= Pengembalian sisa hibah yang sudah disahkan ke pemberi hibah

Jurnal atas perekaman SP3HL pada aplikasi SAIBA (pengembalian sisa hibah yang telah disahkan
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) kepada pemberi hibah )

Dr. 391119 Koreksi Lainnya

Cr.111822 Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Jurnal atas perekaman SP3HL pada aplikasi SAIBA (pengembalian sisa hibah yang telah disahkan
Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada pemberi hibah)

Dr. 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
Cr. 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah

= Pengembalian sisa hibah Yang Belum Disahkan

Jurnal manual pada aplikasi SAIBA
Dr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan
Cr.111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan

» Penyetoran sisa hibah yang sudah disahkan ke kas negara

Jurnal atas perekaman SSBP pada aplikasi SAIBA
Dr. 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
Cr. 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah
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= Penyetoran sisa hibah yang belum disahkan

Jurnal atas perekaman SSBP pada aplikasi SAIBA
Dr. 313121 Diterima Dari Entitas Lain
Cr. 423964 Pendapatan dari Hibah Yang Belum Disahkan

Jurnal manual pada aplikasi SAIBA

Dr. 218211 Hibah Langsung yang belum disahkan
Cr.111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah yang belum disahkan
E. Penutup

Masih terdapat ketidakkonsistenan pemilik transaksi atas koreksi pendapatan hibah tahun
anggaran yang lalu dengan pemilik transaksi pendapatan hibah, penulis berharap catatan ini
dapat sedikit memberikan gambaran perlakuan akuntansi dan pencatatan transaksi hibah

langsung barang, jasa dan uang pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada SPHL atau SP3HL terpengaruh dengan proses
posting di SPAN, sehingga sangat dianjurkan untuk memproses SP2HL dan SP4HL atas
register yang sama tidak berbarengan pada satu tanggal, untuk menghindari perbedaan

tampilan nilai saldo yang tercetak pada SPHL atau SP3HL dengan data SPAN.
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Appendix

Informasi singkat mengenai perkiraan (Chart Of Account) pada jurnal-jurnal

Segmen 1 | Kode satuan kerja
670909 = KPU Kab. Yalimo
999974 = KPPN Khusus Penerimaan Selaku Kuasa BUN
Segmen 2 | Kode KPPN
901 = KPPN Penerimaan
113 = KPPN Wamena
Segmen 3 Kode akun
111422 = Kas di Rek Persepsi
111822 = Kas di KL dari Hibah
115211 = Piutang Bukan Pajak
212112 = Belanja barang yang masih harus dibayar
219123 = Utang Kelebihan pembayaran Pend Non Pajak Lainnya
313111 = Ditagihkan ke Entitas Lain
313121 = Diterima dari Entitas Lain
423964 = Pendapatan dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan
431133 = Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk
Uang — Pemerintah Daerah
521219 = Belanja Barang Non Operasional Lainnya
815131 = Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang
Telah Disahkan
825131 = Pengeluaran Penyetoran Dana Hibah Langsung yang
Telah Disahkan
Segmen 4 | Kode program
0760106 = Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik
Segmen 5 | Kode output
3364034= Tahapan Pemilihan
Segmen 6 | Kode dana
JO21HJFGY9Y = Hibah langsung Kas untuk KPU Kab Yalimo
Segmen 7 | Kode bank
53047 = rekening transito hibah kas langsung 670909-21HJFG9Y
M9004 = rekening Rek. Persepsi Penerimaan Negara Terpusat
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Segmen 8 | Kode kewenangan

1 = Kantor Pusat

2 = Kantor Daerah
Segmen 9 | Kode Lokasi

0151 = Kota Jakarta Pusat

2531 = Kab Yalimo
Segmen 10 | Kode tipe anggaran

2 =realisasi

7 = pengembalian
Segmen 11 | Kode satker antar entitas
Segmen 12 | Cadangan
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Daftar Referensi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan
Hibah ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor. PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara
Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan

Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-9678/PB/2015 tanggal 16 November
2015 perihal Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa;

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-5442/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal
Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran sisa kas Hibah Langsung Uang (HLU)

yang telah disahkan ke Kas Negara;

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor: S-183/PB.6/2016 tanggal 8
Januari 2016 perihal Proses Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan

Pengembalian Sisa Hibah Langsung Uang kepada Pemberi Hibah;

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor: S-5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli
2016 perihal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL;

Nota Dinas Kasubdit Sistem Akuntansi nomor: ND-374/PB.6.2/2016 tanggal 24 Mei 2016
perihal Permintaan Broadcast Penegasan Kembali Pengaturan terkait Pengembalian

Hibah Langsung melalui Command Center SPAN;
Presentasi Pengelolaan dan Sistem Akuntansi Hibah Langsung;
Production COA_17 Oktober 2016, ftp://spanuat:spanuat@210.100.93.134;

PROD_SLA Mapping Rules_v1.0r, ftp://spanuat:spanuat@210.100.93.134;
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INTERNET BANKING PADA BENDAHARA

PENGELUARAN: TEORI DAN PRAKTIK
Oleh: Edwin Hayadi, KPPN Mukomuko

A. Pendahuluan
Elektronik perbankan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
Internet banking merupakan salah satu jasa perbankan yang memungkinkan bank untuk
memberikan layanan informasi dan kenyamanan lebih melalui kecanggihan teknologi
kepada nasabah. Kemajuan teknologi perbankan tersebut dimanfaatkan oleh
Kementerian Keuangan untuk mewujudkan sistem pembayaran secara elektronik
dengan saluran pembayaran yang modern. Melalui salah satu inisiatif strategis yang
telah dicanangkan dalam Blue Print Transformasi Kelembagaan, Kementerian
Keuangan menambahkan internet banking sebagai salah satu saluran pembayaran
bagi Bendahara Satuan Kerja. Pembayaran atau transfer dari rekening Bendahara
secara elektronik merupakan upaya Pemerintah untuk memitigasi risiko pembayaran
yang dilakukan secara tunai. Pembayaran secara non-tunai diharapkan dapat
mencegah terjadinya risiko-risiko pembayaran secara tunai seperti pencurian,
perampokan, fraud ataupun moral hazard. Selain itu, adanya saluran e-banking dapat
mendukung Satuan Kerja dalam pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran secara

pruden, efisien, dan optimal.

B. Penatausahaan Uang oleh Bendahara Pengeluaran
Menurut PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bendahara
Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
Jenis uang/surat berharga yang harus ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran
meliputi:
a. Uang Persediaan;
b. Uang yang berasal dari Kas Negara melalui SPM LS
Bendahara;
c. Uang vyang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya
sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut

d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara; dan

e. Uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh
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dikelola oleh Bendahara.

Penatausahaan uang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran selama ini masih
menggunakan metode konvensional. Metode konvensional yang dimaksud adalah
pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran secara konvensional bermula dari
Bendahara Pengeluaran melakukan pembukaan rekening pada bank umum. Kemudian
menarik uang pada rekening tersebut melalui cek. Selanjutnya uang tersebut
digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk membayar tagihan kepada para pihak
penerima. Jika terdapat sisa dana atau penerimaan tunai dari potongan pajak maupun
lainnya maka uang akan disimpan dalam brankas.

Gambar 1

Mekanisme Pembayaran Secara Konvensional

i Sisa Dana ‘ Bayar Tunai /

Seiring berjalannya waktu, pembayaran dengan cara metode konvensional dianggap
memiliki banyak kekurangan. Penggunaan kas secara tunai memiliki risiko yang cukup
tinggi misalnya uang dicuri, hilang atau dirampok sehingga menimbulkan moral hazard
yang besar. Selain itu, jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat maka
pembayaran akan menjadi terhambat.

Perlu adanya upaya perbaikan untuk memitigasi risiko di atas. Perbaikan tersebut
dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kecepatan pembayaran oleh
Bendahara Pengeluaran tanpa mengurangi sisi keamanan dan akuntabilitas. Di sisi

lain, perbaikan terkait pembayaran haruslah mengikuti kemajuan teknologi yang dapat
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menyediakan fasilitas bagi para bendahara untuk melakukan pembayaran non-tunai
secara cepat, mudah dan aman. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:
230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PMK 230/2016), Bendahara
Pengeluaran diberikan kemudahan untuk dapat melakukan pembayaran secara non-
tunai menggunakan fasilitas internet banking.

Pembayaran melalui internet banking diharapkan dapat mendukung Satuan Kerja
dalam pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran secara pruden, efisien, dan
optimal. Di samping itu, internet banking sejalan dengan kebijakan Percepatan
Implementasi Transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Perbandingan antara Pembayaran secara Konvensional dengan Pembayaran
melalui Internet Banking

Dengan terbitnya PMK 230, saluran pembayaran yang dapat digunakan oleh
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja menjadi lebih banyak, dari yang sebelumnya
hanya dua yakni kas tunai dan cek/bilyet giro, sekarang menjadi empat dengan
tambahan saluran pembayaran melalui kartu debit dan internet banking.

Internet banking adalah salah satu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah
untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui
jaringan internet. Penambahan saluran pembayaran melalui internet banking memang
dirasa sudah menjadi suatu kebutuhan. Selain dari sisi kemajuan teknologi yang
semakin modern, internet banking merupakan perbaikan dari mekanisme transaksi
dengan cara konvensional sehingga membuat transaksi menjadi lebih mudah dan
aman. Berikut perbandingan antara pembayaran dengan cara konvensional dan

melalui internet banking
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TABEL KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN
PEMBAYARAN MELALUI INTERNET BANKING DENGAN KONVENSIONAL

Internet Banking

Konvensional

Kelebihan [1. Tidak terdapat risiko keamanan |1. Bendahara telah terbiasa

atas penyimpanan uang tunai menatausahakan bukti fisik

2. Transaksi dapat dilakukan pembayaran (hardcopy)
meskipun pejabat yang |2. Tidak terdapat tambahan
berwenang tidak berada di biaya bulanan dan biaya
tempat transaksi

3. Peluang terjadinya moral hazard
dapat diminimalisasi

4. Bukti transaksi tersimpan dalam
sistem internet banking

5. Transaksi dapat dilakukan

Kekurangan |1. Terdapat tambahan biaya |1. Pembayaran terhambat jika

bulanan dan biaya transaksi pejabat yang berwenang

2. Terdapat risiko mengalami cyber tidak berada di tempat
crime, misal: rekening diretas |2. Terdapat risiko keamanan,
(hacked) atau penyalahgunaan misal: uang hilang, dicuri
password atau dirampok

3. Membutuhkan koneksi internet di |3. Peluang terjadinya moral
mana ada beberapa daerah hazard lebih besar
terpencil yang sulit terjangkau |4. Diperlukan penatausahaan

dengan jaringan internet.

bukti fisik pembayaran

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa internet banking memiliki keunggulan dalam

hal kemudahan, kecepatan, dan keamanan. Satuan kerja dapat dengan mudah

melakukan transaksi dari meja kerjanya melalui

komputer atau gawai seperti

smartphone. Pembayaran dapat dilakukan tanpa memperhatikan jam kerja layanan

pada bank. Selain itu, bendahara pengeluaran tidak perlu khawatir uang yang

ditatausahakannya mengalami kehilangan atau kecurian karena transaksi melalui

internet banking sangat aman dan bukti transaksi tersimpan pada sistem perbankan.

Menu Internet Banking untuk Bendahara Pengeluaran

Penggunaan internet banking sangat membantu Bendahara Pengeluaran dalam
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pengelolaan kas karena memiliki fitur yang cukup lengkap. Beberapa fitur yang dapat
dimanfaatkan oleh bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi e-banking

adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening
KPA/PPK dan Bendahara dapat memonitor mutasi transaksi dan saldo rekening

langsung melalui komputer ataupun handphone.

2. Mencetak rekening koran
Rekening koran digunakan untuk mengetahui transaksi dan saldo rekening. Hasil
cetakan rekening koran biasa digunakan sebagai lampiran dari LPJ bendahara
bulanan dan laporan saldo rekening ke KPPN. Dengan fitur ini, Satuan Kerja tidak

perlu lagi ke bank tetapi dapat mencetak rekening koran sendiri.

3. Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima
Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran/transfer ke para penerima:
e Pada bank yang sama
e Antar bank melalui SKN atau RTGS
e Antar bank melalui jaringan online

4. Penyetoran pajak atau PNBP melalui Modul Penerimaan Negara Generasi
Kedua (MPN G2)
Fitur internet banking pada rekening giro bendahara terdapat juga menu untuk
membuat billing pajak dan PNBP. Sehingga bendahara pengeluaran tidak perlu
lagi membuka alamat web biller pajak, tetapi bisa langsung melalui fitur yang
terdapat pada internet banking. Sedangkan untuk pembuatan billing PNBP belum

semua bank memiliki fitur tersebut pada internet banking mereka.

5. Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon

Pembayaran langganan daya dan jasa dapat dilakukan melalui transfer.

llustrasi Pendaftaran Internet Banking

Seluruh perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah diperkenankan untuk
menawarkan fasilitas internet banking kepada Satuan Kerja. Untuk tahun 2017 ini,
terdapat 55 Bank Umum yang telah melakukan perjanjian dalam Pengelolaan Rekening
Kementerian Negara/Lembaga. Hanya saja belum semua Bank Umum tersebut
mempunyai fasilitas internet banking. Hal ini dikarenakan bank terikat dengan peraturan
Bank Indonesia tentang kecukupan modal yang berdampak pada keterbatasan sistem
pembayaran dan electronic banking pada bank tersebut.

Satuan Kerja yang ingin melakukan pendaftaran internet banking harus mengisi

formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka. Data yang harus
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dilengkapi oleh Satker antara lain:

a. Data pemohon (KPA/PPK dan Bendahara), antara lain: nama, alamat, nomor

telepon seluler dan alamat email.

Sesuai dengan PMK 230 Pasal 15B ayat 2, pendebitan rekening bendahara
pengeluaran hanya dapat dilakukan oleh Bendahara (Maker) dan KPA/PPK
(Approver) sehingga tidak boleh diwakilkan oleh pegawai yang lainnya. Oleh
karena itu, data pemohon yang diberikan kepada bank hanya data KPA/PPK dan
Bendahara Pengeluaran.

Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama
rekening, dan jenis rekening.

Data rekening yang didaftarkan merupakan rekening yang telah didaftarkan ke
KPPN. Sehingga Satker tidak perlu membuka rekening baru untuk keperluan internet
banking. Rekening yang didaftarkan dapat dilakukan per rekening atau beberapa
rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, termasuk Bendahara
Pengeluaran Pembantu, pada Satuan Kerja tersebut

Catatan: Persyaratan untuk melakukan pendaftaran internet banking

disesuaikan pada aturan masing-masing Bank Umum.

Penggunaan Internet Banking

Apabila Satuan kerja telah mendaftarkan rekeningnya maka Bendahara Pengeluaran

sudah dapat melakukan transaksi menggunakan internet banking. Berikut mekanisme

pembayaran menggunakan internet banking:

1. Bendahara Pengeluaran menerima SPBy dari PPK atas nama KPA untuk

melakukan pembayaran melalui mekanisme UP.
2. Bendahara melakukan pengujian atas SPBy yang diterima meliputi:
a) Kelengkapan perintah bayar yang diterbitkan oleh PPK

b) Kebenaran atas hak tagih

c) Kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan

dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam

dokumen perjanjian/kontrak

d) Ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

3. Apabila poin nomor 1 dan 2 sudah tercukupi, maka bendahara pengeluaran dapat

melakukan perekaman transaksi pada internet banking. (Dalam hal pembayaran
bukan melalui mekanisme UP seperti pembayaran honor atau perjalanan dinas
dari LS Bendahara, pajak dan uang lain-lain, bendahara cukup langsung ke nomor
3)

4. Transaksi yang telah direkam oleh bendahara pengeluaran selanjutnya akan dicek
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oleh KPA/PPK. Apabila perekaman transaksi sudah benar, KPA/PPK dapat
melakukan approval atas transaksi tersebut. Jika belum sesuai, KPA/PPK wajib
menolak transaksi yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

Setelah transaksi disetujui oleh KPA/PPK, sebuah kode konfirmasi akan dikirimkan
ke KPA/PPK. Masukan kode konfirmasi tersebut sebagai bentuk otentifikasi atas
transaksi yang telah disetujui.

GAMBAR 2
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN INTERNET BANKING

//’ \'\
- -1
Rekam Transaksi Approval Transaksi . Penerima
SPBy oleh PPK oleh Bendahara oleh KPA/PPK Pembayaran
Pengeluaran
- . ™, / -
6. Masuk ke internet banking /1. Masuk ke internet banking memakai
memakai user dan password ' user dan password Approver/
Maker. Checker.
7. Merekam transaksi sesuai jenis 2. Mengambil kode konfirmasi untuk
pembayaran yang akan dimasukkan ke token.
dilaksanakan. 3. Memperoleh kode otentifikasi dari
8. Memberitahukan kepada token untuk meng-approve transaksi
KPA/PPK atas transaksi yang 4. Memasukkan kode otentifikasi ke
telah direkam untuk memperoleh internet banking.
persetujuan (approval). / '\ 5. Transaksi berhasil.
O e .\\ l/'.»'.

G. Praktik Transaksi menggunakan Internet Banking pada Aplikasi SAS

Pada dasarnya perbedaan transaksi menggunakan internet banking dengan
konvensional adalah penggunaan uang tunai. Jika pembayaran secara konvensional
menggunakan uang tunai, maka pembayaran dengan internet banking dapat dilakukan
melalui transfer langsung tanpa tarik tunai terlebih dahulu. Berikut contoh transaksi
pada Aplikasi SAS melalui internet banking
1. Pembayaran UP

Transaksi menggunakan Uang Persediaan menggunakan internet banking pada
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Aplikasi SAS hampir mirip seperti pembayaran secara tunai. Yakni dimulai dari

merekam kuitansi kemudian dilakukan pembayaran pada menu transaksi. Yang

harus diperhatikan adalah transaksi yang dipilih ialah pembayaran langsung

melalui rekening bendahara pengeluaran. Berikut tahapan-tahapannya:

a. Catat kuitansi pembayaran pada menu Bendahara Pengeluaran — RUH

Kuitansi

Referensi  Utility  Keluar

Catat Nomor SP2D

RUH Saldo Awal
RUH Pajak
RUH Transaksi
RUH DRPP
Data BPP
Posting

Cetak Buku
Berita Acara
Cetak LPJ

b. Rekam kuitansi yang akan dibayarkan. Pada kasus ini adalah pembayaran

honor narasumber sosialisasi sebesar Rp1.500.000. Lalu klik simpan.

@ RUH Pembebanan Akun i
—
Kode Satker 0001 KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUKO MUKO
-

iz @ Buan | Apri [=]

) Tanggal | 19-04-2017|@ sfd. | 19042017 []

Kuitansi Pembayaran

™™ : 2017
Nomor Bukti : ooo1s7 |/ ]
Fiata N ¢ (521115 |- ‘ 12-1668-994-001-002-D-A-Belanja Honor msﬁnﬁls‘

Sudah Terima Dari  : jabat Pembuat Komitmen
KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUKO MUKO

Jumlah Uang E 1.500.000

Terbilang ;| =="SATU JUTA LIMA RATUS RIEU RUPIAH===
Untuk Pembayaran : pembayaran Honor Narasumber sosialisasi
it = | Tangoal | 19-04-2017 [[&5]
Perusahaan Penerima: | Abas |
RSN Aias | wewe .| |
o * |AbasHS. Penerima Barang  : | _
197603071996021001
I Pajak \ Simpan | Batal ]

c. Setelah mencatat kuitansi, masuk pada menu Bendahara Pengeluaran — RUH

Transaksi. Pastikan bahwa Saldo Kas Bank cukup untuk melakukan

pembayaran melalui transaksi internet banking
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—
K] Transaksi Bendahara —
s
Kode Satker fl KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUKO MUKD
Bendahara
Periode @Buan  Apr
) Tanggdl | 19042017 '] sfd. | 19042007
| | I I | | J |
ffanggal  HoBukt  Kode Uraian Rupiah NoSPZD  Modrpp -
401-04-2017/001001 |24 | Terima Transfer Uang lain-lain I 2.000.000 |
| |02-04-2017/000249 |08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000182 Untuk Pembay £60.000 000004
03-04-2017/000247 |08 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000180 Untuk :Pembay 570.000 000004
03-04-2017 000250 o8 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000183 Untuk ﬂembam_ 1.660.000 000004
03-04-2017/ 000251 |08 Transaksi UP Nomor Kuitansi 000184 Untuk Pembay 660.000 000004
| [03-04-2017|000252 |09 | Pungut Pajak PPH Homor Kuitansi 000162 | 150.000
03-04-2017 000253 09 jn.lnﬂlﬂ Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000162 30.000
03-04-2017|000259 |10 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuital 60.000
| |03-04-2017/000263 |10 |setor Pajak Pungut Pajak PPH iomor Kuitansi 00009 300.000
\
|
|
\
Saldo Kas Bank 2.000.705 Saldo Kas UM I o
Saldo Kas Tunai 4229247 Sakdo Kas BPP o
Saldo BP UP 2229952 SaldoBPiSBend | 0
Saldo Pajak o saldo BF Lain I 2.000.000

-
ki ceaie_| pemiat

e

d. Rekam transaksi yang telah dicatat kuitansinya, kemudian pilih Transaksi UP
(transfer). Keterangan transfer digunakan untuk membedakan Transaksi UP

yang dibayar secara tunai dengan non tunai

KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUKO MUKO

@ Bdan | Apri
) Tanggal | 19-04-2017

[ [ I I | [ I |

sfd. | 19042017

[ranggal Mo Buk Mo SP2D Nodrpp -
» 01-04-2017 00100 Kode  Jenis Transaksi & |
02-04-2017(00028 [T 18 Tunai ke BPP | halaiaioind
03-04-2017 | 00024 ﬁ_; 19 Pengembalian Transfer BFF 000004
| |03-04-2017| 00025 _" 20 Pengembalian Tunai BPP | nnoom
03-04-2017/00025  _| Menerima LPJ BPP w
il Terima Transfer Uang lain-lain 1

03-04-2017 | 00025
03-04-2017 00025

Terima Tunai Uang lain-fain

SPM LS Pihak 3
03-04-2017| 00025 ] Setor Bank E
03-04-2017 | 00026 28 Transfer Keluar Lain-lain [

Keluar Tunai Lain-Lain
Setor Sisa SPM LS TA Lalu
Pembayaran SPM LS Bendahara (Transfer)

Salds Kas Bank Transaksi UP (Transfer)

1 Transfer SPM LS Bendahara ke BPP (Transfer) -
Saldo Kas Tunai T( 5
Saldo BP UP

B
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e.

f.

Pilih transaksi yang akan direkam

OBudan |Apd x|
© Tenggel | 19042017 (2] sfd. 19042017 [

I I I

Transaksi UP (Transfer)
Pilih Mo Kuiitansi  Tgl Kuitansi  Uraian

v |ooois7 19-04-2017

Il

i

o=

Pilih Tanggal Buku dan Rekening mana yang akan didebit dalam transaksi

tersebut.

@ Transaksi

Kode Satker

569336 m KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTAST PERPAJAKAN MUKO MUKO

Periode

©Buan  Apd v

) Tanggel 19%201:' sid, | 19042007 [5]

I

Transaksi

Mo Pembukuan
Tanggal Buku
No Dok Sumber
Tal Dok Sumber
Uraian

Jumlah
Rekening

;

32| Transaksi UP (Transfer)
[19-04-201 [[E3)

[000187

[19-04-2017

Transaksi UP (Transfer) Nomeor Kuitansi 000187 Untuk :Pembayaran Honor
Harasumber sosialisasi

11011010000]» |

1101101000037303[BPG 181 KP2ZKP MUKOMUKO
T |
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g. Transaksiberhasil dan Saldo Kas Bank akan terdebit sebesar Rp1.500.000

w Transaksi Bendahara - 1]

Kode Satker m@ KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTAST PERPAIAKAN MUKD MUKO

Periode St [ped  [a
) Tanggal | 19042017 (5] s _mm-mn

] I I [ | I |

[ranggal o Bukti Kode Uraian Rupiah Mo SP2D Nodipp i
»{01-04-2017|001001 |24 | Terima Transfer Uang lain-lain 2.000.000 |

02-04-2017|000249 |08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000182 Untuk :Pembay 1.660.000 000004

03-04-2017 000247 (-] Transaksi UP Nomor Kuitansi 000180 Untuk :Pembay 570.000 000004

03-04-2017 | 000250 ] iUupP i i 000183 Untuk 1.660.000 000004

03-04-2017|000251 |08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000184 Untuk :Pembay 660.000| 000004
|03-04-2017 000252 |09 | Pungut Pajak PPN Nomer Kuitansi 000162 150,000

03-04-2017 000253 09 Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000162 :iu.ono

03-04-2017| 000259 |10 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitat 60.000

03-04-2017|000263 |10 | Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 00009 300.000

19-04-2017|001002 |32 | Transaksi UP (Transfer) Nomor Kuitansi 000187 Unty 1.500.000

Saldo Kas Bank 500,705 Saldo Kas UM 0

Saldo Kas Tunai 4229247 | Saldo Kas BPP | 0

Saldo BP UP i 2729952 | saldoBP1SBend | o

salde Pajak 1] | Saldo BP Lain 2.000.000

j

GAMBAR 3
PERBEDAAN PEMBAYARAN UP
MELALUI INTERNET BANKING DAN SECARA TUNAI

\ Pembayaran UP | Pembayaran UP
& secara tunai melalui
BKU internet banking

9. ¢.m
m V-

~ I
BF Ryic P Pujak m
Q " U Wkt B L5 Pordfehiciic Q B Uang Muka Q 171§ Honckheara
' T 0 W Lol 6 ol 0 b it
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2. Pembayaran pajak

Dari kasus sama di atas, diasumsikan terdapat pajak penghasilan PPh Pasal 21

atas transaksi pembayaran honor narasumber sebesar 5% yaitu

ilustrasi terkait perpajakannya adalah sebagai berikut:

Rp75.000. Maka

a. Bendahara melakukan pemungutan PPh Pasal 21 kepada pegawai yang

menerima Honor Narasumber secara tunai. Sehingga kas yang ada di

Bendahara Pengeluaran akan bertambah sebesar Rp75.000.

U] Transaksi Bendahara
=
Kode Satker m TSIl KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAIAKAN MUKO MUKD
S vy S
Periode & Bian | Apd [=]
Tanggdl | 150+2017 (2] sfd. 15012017 (]
[ | I | [ [ [
Pungut Pajak
wilih Mo Pajak Akun Uraian Jumilah NTPN NTB z
W7 000020 411121  PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 001 75.000
B -
I ,
Pilih Batal

b. Atas pajak yang dipungut tersebut, Bendahara Pengeluaran melakukan

penyetoran ke rekening. Pembayaran pajak menggunakan internet banking

jenis transaksi yang dipilih adalah Setor Pajak Via Rekening.

@ Transaksi Bendahara

Kode Satker  [EYC) EEREEr) [EEFY KA%TOR PELAYANAN PERPAIAKAN DAN KONSULTAST PERPAJAKAN MUKO MUKO

——C

Peode  opun i [x]
Tengeal | 19042017 [1] sie. 19042007 [5]]
| I | [ [ | |
[Tanggal No Buk No SP2D Nodrpp
»01-04-2017| 00100 Kode  Jenis Transaksi - |

I .m-nq-;u)u-umza ar Pengambalian Pembayaran SPM LS (Tunai) i -nmnun
| |03-04-2017 00024 || 32 Pengembalian Pembayaran SPM LS (Transfer) I | 000004
[Jorosa017jonozs |1 38 PungutPyjakviaRerening | 000004
| |03-04-2017 00025 MY |40 | Setor Pajak Via Rekening B 000004
i OG-IH—zOl?I Prv— 41 Setor Pajak TA Lalu (Tunal)
1| (e po— .. 42 Transaksi UP TA Lalu (Tunal)
mi t 43 Pembayaran LS Bendahara TA Lalu (Tunal)
|21 93 0- 2017 IOy ] 44 Setor Sisa UP (Transfer)
416304 20471 000208 45 Pembayaran Uang Muka (Transfer)
| | 19-04-2017] 00100 ] 45 Kekurangan Uang Muka (Transfer) =
|| 29-04-2007] 00100 : 47 Kelebihan/Pengembalian Uang Muka(Transfer)

Saldo Kas Bank |

sakdo Kas Tunai I =

Saldo BP UP [

=
Saldo Pajak
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c. Pilih pajak yang telah disetor dengan mencantumkan NTPN dan NTB atas
setoran tersebut.

= (W] Py =] T
a
Kode Satker 0l ELrR] [L0] '\TCR PELAVANIAN PERPATAKAN DAN KONSULTAS PERPAJAKAN MUKO MUKO
= r mr
Periode @Bdn Al [w)

) Tanggal 19101-201?@ 5fd. 19-0-1-21117
| | I I | | I

Setor Pajak Via Rekening

Fﬂl Mo Pajak Akun Uraian Jumlah MTPM MNTB =

o/ 000020 411121 Pungut Pajok PPH Pasal 21 Hom 75.000 DBOSAB734ER D011 5656 18851231

l‘ »
[ e | [ g |

H
E

d. Transaksi berhasil dilakukan. Saldo Kas Bank akan terdebit sebesar Rp75.000

= Lk o |
e

Kode Satker m PTTRer] [og] KCANTOR PELAYANAN PERPAIAKAN DAN KONSULTAST PERPAIAKAN MUKO MUKO
Bendahara [0 Eendshara Peageluaran

Periode @adn |aed e
I = -
©) Tanggal | 19042017 |[&]] sfd. 19-0&-m1?||_.£5

[ I I | | |

[Tanggal Mo Bukti Kode Uraian Rupiah No SP2D Nodrpp i
01-04-2017 001001 24 i'l'eﬂna‘rrnlderl.lang Lain-lain Z.DQO.DM|
02-04-2017 000249 o8 'Trtmkii UP Homer Kuitansi 000182 Untuk :Pembay 1,660,000 000004
03-04-2017 000247 o8 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000180 Untuk :Pembay 570.000 | 000004
03-04-2017 000250 |08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000183 Untuk :Pembay 1,660,000 000004
03-04-2017 000251 |08 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 000184 Untuk :Pembay 660.000 000004
03-04-2017 000252 03 :PIIWIrt Pajak PPN Nomor Kuitansi 000162 150,000
03-04-2017  DO0253 [::] | Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000162 30.000
03-04-2017 DOD259 10 Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuital 60,000
03-04-2017 000263 10 Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 00009 300.000 |
19-04-2017 001002 32 Transaksi UP (Transfer) Nomor Kuitansi 000187 Unty 1.500.000 |
19-04-2017 001003 09 Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000187 75,000
W19-04-2017 001004 40 Setor Pajak Via Rekening Pungut Pajak PPH Pasal 21 | 7s.000]
Saldo Kas Bank 425705 Saldo Kas UM o
Saldo Kas Tunai 4.304.247 Saldo Kas BPP o
Saldo BP UP 2.729.952 Saldo BP LS Bend o
Saldo Pajak [1] Saldo BP Lain 2.000.000
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GAMBAR 4
PERBEDAAN PEMBAYARAN PAJAK
MELALUI INTERNET BANKING DAN SECARA TUNAI

Pembayaran b Pembayaran
pajak melalui pajak
internet banking secara tunai

H. Pertanyaan dan Jawaban Seputar Internet Banking

Peraturan tentang mekanisme pembayaran melalui internet banking bagi Bendahara

Pengeluaran tergolong masih baru, sehingga dimungkinkan akan ada kendala yang

ditemukan dalam praktiknya nanti. Berikut kemungkinan permasalahan yang perlu

diperhatikan dalam penggunaan internet banking oleh bendahara pengeluaran:

1.

Apakah Satuan Kerja wajib menggunakan internet banking?
PMK 230 mengatur tentang saluran pembayaran yang dapat digunakan oleh
bendahara yaitu melalui kas tunai, cek/bilyet giro, internet banking, dan kartu debit.
Penggunaan internet banking tidak bersifat wajib. Namun demikian dalam rangka
melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden No.
10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2016 dan Tahun 2017 terkait pembatasan transaksi non tunai pada Kementerian/
Lembaga, Satker agar mulai membiasakan untuk melakukan pembayaran secara
non tunai baik melalui internet banking maupun kartu debit.
Apa mata anggaran yang digunakan untuk pembebanan biaya Internet Banking?
Ketika Satker memutuskan untuk menggunakan internet banking, maka segala
konsekuensi yang timbul dari hal tersebut mengikuti aturan pada perbankan. Salah
satunya adalah masalah biaya. Terdapat dua macam biaya yang muncul dari
penggunaan internet banking adalah biaya bulanan dan biaya transaksi.
a. Biaya bulanan

Biaya bulanan ditanggung oleh nasabah (dalam hal ini adalah Satuan Kerja)

sebagai akibat dari penggunaan internet banking. Jika dianalogikan dengan
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biaya yang timbul dari pembayaran secara konvensional yaitu penggunaan
rekening giro, biaya bulanan sama halnya seperti biaya penggantian cek. Hal
ini disebabkan karena biaya tersebut tergolong untuk operasional penggunaan
rekening. Jadi mata anggaran yang digunakan adalah sama dengan mata
anggaran pembebanan penggantian buku cek dengan akun 521111 (Belanja
Keperluan Perkantoran).

Namun demikian, dalam beberapa kegiatan sosialisasi PMK 230, beberapa
bank menyampaikan bahwa mereka akan membebaskan biaya bulanan atas
penggunaan internet banking rekening Bendahara. Sehingga biaya bulanan
tidak perlu menjadi hambatan dalam implementasi internet banking.

Biaya transfer

Tidak semua pembayaran terkena biaya transfer. Biaya transfer biasanya
dikenakan kepada nasabah dalam hal melakukan transfer ke bank yang
berbeda. Biaya transfer ditanggung oleh satker (dibebankan pada APBN)
menggunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) dan tidak
dibebankan kepada penerima pembayaran. Hal ini dapat dianalogikan dengan
pencairan dana dari SP2D, yang meskipun rekening penerima berbeda dengan
rekening Bank Operasional namun kepada penerima tersebut tidak dibebani
biaya transfer. Apabila timbul biaya transfer maka akan ditanggung oleh BUN
dan hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerja sama antara BUN dan Bank

Operasional bersangkutan.

3. Bagaimana cara agar tidak terjadi penyalahgunaan user?

Penggunaan internet banking memiliki risiko terjadinya penyalahgunaan user. User

yang diberikan oleh bank kepada Satker harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar

tidak terjadi fraud. Langkah yang dapat diambil untuk mencegah hal tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Tidak memberikan user kepada orang lain

b. Mengganti password secara berkala

C.

Lindungi perangkat komputer atau gawai dengan anti virus.

4. Dalam pengoperasiannya, apakah internet banking dilakukan oleh satu orang saja

atau harus dua orang?

Dalam pendebitan rekening Bendahara melalui internet banking, sebagai bentuk

check and balance, pihak yang terlibat dalam proses pendebitan yaitu:

a.

Bendahara Penerimaan dan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan Negara untuk rekening Bendahara Penerimaan; dan
Bendahara Pengeluaran/BPP dan KPA/PPK atas nama KPA untuk rekening

Bendahara Pengeluaran/BPP.
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Oleh karena itu, internet banking yang disediakan Bank Umum harus memiliki fitur
minimal yang dapat mengakomodasi hal tersebut.

Sarana elektronik yang digunakan oleh Bendahara apakah internet banking atau
Cash Management System (CMS)?

Terdapat bank yang menggunakan nama untuk nasabah Corporate adalah CMS,
sedangkan internet banking untuk personal. Penggunaan istilah Internet Banking
untuk nasabah pemerintah/corporate (bukan personal) dalam pengaturan PMK 230
merupakan istilah generik yang mengacu aturan Bank Indonesia yang dapat
berbeda namanya untuk produk masing-masing Bank Umum (ada yang
menggunakan istilah Internet Banking, Cash Management System BRI, Mandiri
Cash Management (MCM), BNI Direct, dll.).

Apakah satker diperbolehkan meminta kepada pihak Bank Umum untuk menaikkan

limit transaksi dengan internet banking hingga Rp 100 juta untuk setiap transaksi?

Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan APBN, diatur bahwa Pembayaran dengan Uang Persediaan
yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada satu
penerima/penyedia barang dan/atau jasa paling banyak Rp 50 juta. Apabila
terdapat transaksi pembayaran yang nilainya di atas Rp 50 juta, seharusnya tidak
dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (dibayar oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP) tetapi dibayarkan dengan mekanisme langsung kepada
penerima/ penyedia barang dan/atau jasa (LS Penerima Pembayaran).

Bagaimana jika terjadi kasus kehilangan uang akibat internet banking diretas
(hacked)?

Terhadap kasus kehilangan uang dengan berbagai penyebab, apakah merupakan
kerugian negara (terdapat unsur kesengajaan atau lalai) atau bukan termasuk
apakah terdapat konsekuensi untuk mengganti kehilangan uang tersebut,
ditentukan oleh pihak yang berwenang antara lain: atasan langsung, Aparatur
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), atau BPK.
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Penutup

PMK 230 memberikan keleluasaan bagi Bendahara Pengeluaran terkait saluran
pembayaran. Salah satunya adalah pembayaran melalui internet banking. Penggunaan
internet banking oleh Satuan Kerja memang bukan hal yang bersifat wajib akan tetapi
sesuatu yang perlu didorong. Hal ini disebabkan internet banking memudahkan
Bendahara Pengeluaran dalam bertransaksi. Pembayaran secara non-tunai diharapkan
dapat mencegah terjadinya fraud ataupun moral hazard. Internet Banking juga
mendukung kebijakan Pemerintah untuk mengimplementasi transaksi non tunai di
seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, penggunaan
internet banking membuat pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran menjadi

lebih pruden, efisien, dan optimal.
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KUMPULAN TANYA JAWAB AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PADA HAI DJPBN

1. Beban Dibayar di Muka

Pertanyaan:

1.

Apakah perbedaan antara akun uang muka belanja dengan akun beban dibayar di muka
terkait penggunaannya?

Bagaimana pengakuan persekot gaji jika seandainya persekot dibayarkan di kantor
lama? Apakah kantor lama perlu mencatat beban dibayar dibuka/uang muka belanja
atau tidak? Jika harus dicatat dikantor lama, bagaimana mekanisme pengalihan dari
kantor lama ke kantor baru?

Apakah mekanisme yang sama juga berlaku untuk pelunasan piutang TP/TGR jika

bendahara/pegawai yang dikenai tuntutan menerima SK pindah?

Jawaban:

1.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No.KEP-187/PB/2017 tentang
Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, Uang Muka Belanja (Prepayment) digunakan untuk
mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah
disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang
diadakan telah mengikat. Contohnya adalah pembayaran Uang Muka Pekerjaan atas
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

Sementara, Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) digunakan untuk mencatat pengeluaran
yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik
berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut, dan atas pengeluaran tersebut telah
terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari
pihak ketiga seperti kuitansi, invoice, dll. Contohnya adalah pembayaran sewa selama
beberapa tahun yang dibayar di awal masa sewa.

Persekot Gaji yang dibayarkan dikantor lama agar dipindahkan (ditransfer) ke kantor
baru sebagai Belanja Pegawai Dibayar Di Muka.

Untuk pelunasan piutang TP/TGR jika bendahara/ pegawai yang dikenai tuntutan
menerima SK pindah, maka Piutang TP/TGR-nya juga agar dipindahkan ke Satker baru.
Hal ini dilakukan melalui menu jurnal penyesuaian pada aplikasi SAIBA yaitu Jurnal
Penyesuaian Kategori Transfer Keluar pada kantor lama, dan Kategori Transfer Masuk

pada Kantor Baru.
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2. Penyisihan Piutang

Pertanyaan:

Pada Satker kami terdapat saldo tidak normal karena adanya jurnal penyisihan piutang
(akun 594411 dan 594631). Di mana saldo tersebut berada di sisi Debit. Hal tersebut terjadi
karena nilai penyesuaian yang menjadi angka untuk penjurnalan menurun dari Saldo awal
tahun 2016 ke Saldo semester | TA 2016. Penurunan tersebut terjadi akibat nilai kurs yang

turun dari per 31 Desember 2015 dengan Per 30 Juni 2016 (piutang dalam bentuk dolar).

Bagaimana solusi atas saldo tidak normal pada kedua akun tersebut?
Jawaban:

Untuk akun 594411 dan 594631 merupakan akun beban yang memang wajar jika disajikan
di kolom debit. Perlu konfirmasi lebih lanjut untuk maksud dari pertanyaan kedua, atas saldo
beban penyisihan disisi kredit. Hal ini wajar ketika terjadi penurunan saldo piutang karena
adanya pelunasan piutang. Saldo beban penyisihan piutang dapat disajikan di sisi kredit
sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015
tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/

Lembaga.
3. a. Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pertanyaan:
Mohon bantuan untuk menjurnal belanja yang masih harus dibayar tahun 2016 yang telah
dilunasi tahun 2017 untuk langganan MAK 522111 dengan akun 212112.

Jawaban:
Pada SAIBA, di akhir periode Tahun 2016, dibuat Jurnal Penyesuaian:
(D) Beban Langganan Listrik

(K) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Pada awal tahun 2017, dilakukan jurnal balik, yakni melalui Menu Transaksi Jurnal

Penyesuaian:
(D) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
(K) Beban Langganan Listrik

Referensi:
PMK 225 Tahun 2016 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
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b. Akun Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pertanyaan:

Pada satker ada temuan mengenai perjalanan dinas tahun 2016 dan harus disetor/
dikembalikan ke negara. Oleh eselon 1 satker bersangkutan disarankan agar menggunakan
akun 423921. menurut hemat saya akun yang digunakan 423952. saya jadi agak bingung
akun mana yang digunakan apa pula kegunaan akun 4239217

Jawaban:

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 disebutkan

sebagai berikut :

Akun 423921, Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara digunakan
untuk pencatatan Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non
Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan

kerugian negara di luar pengurusan keuangan negara.

Akun 423952, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, digunakan untuk mencatat
pengembalian Belanja Barang TAYL Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di

semua kementerian.

Apabila terdapat Tuntutan Ganti Rugi, maka akun yang digunakan sudah tepat, yakni akun
423921. Namun apabila tidak terdapat pihak yang dituntut (akibat kelebihan misalnya), maka
akun yang digunakan adalah akun 423952.

4. Perbaikan Pencatatan Persediaan Pada Aplikasi

Pertanyaan:
Jika diketemukan adanya kesalahan penginputan kode persediaan di bulan/tahun yang telah
lalu yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian data di Laporan Keuangan, apa yang

harus dilakukan?

Jika kami melakukan perubahan dan penginputan ulang yang mengakibatkan perubahan

pada neraca BMN dan SAIBA yang telah di Rekonsiliasi, apakah itu diperbolehkan?
Jawaban:
Apabila terdapat kesalahan kode persediaan dapat diidentifikasi solusi sebagai berikut :

A. Kesalahan kode persediaan terjadi di bulan yang lalu, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Persediaan belum digunakan sejak penginputan, solusinya:
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Rekam ulang transaksi tersebut dengan hapus transaksi dan input ulang, atau
lakukan koreksi keluar persediaan melalui menu koreksi keluar sesuai dengan kode
persediaan yang tidak tepat kemudian lakukan koreksi masuk sesuai dengan kode

persediaan yang tepat.

Contoh: kode  persediaan yang salah  1.01.01.01.001.xxxx  menjadi
1.01.01.01.002.xxxx maka lakukan hapus transaksi perolehan 1.01.01.01. 001.xxxx
jadi 1.01.01.01.002.xxxx; atau rekam koreksi keluar 1.01.01.01.001.xxxx dan rekam
koreksi masuk 1.01.01.01.002.xxxx

2. Persediaan telah digunakan dan telah ada transaksi berikutnya, maka solusinya
adalah sebagai berikut:

a. Apabila kesalahan kode barang persediaan masih dalam satu jenis persediaan
yaitu, masih dalam satu dikelompok persediaan konsumsi dalam satu kelompok
persediaan pemeliharaan, dalam satu kelompok persediaan untuk dijual
diserahkan kepada masyarakat, persediaan dalam rangka bansos maka cukup
dilaksanakan transaksi koreksi keluar saldo dengan kode persediaan yang salah
kemudian diikuti transaksi koreksi persediaan masuk dengan kode persediaan

yang benar.

Contoh : kode barang yang salah barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat
dengan kode 1.01.05.01.002.xxxx menjadi yang benar 1.01.05.01.004.xxxx maka
solusinya adalah saldo saat ini pada jenis persediaan 1.01.05.01.002.xxxx

dilakukan koreksi keluar dan saldo persediaan jenis 1.01.05.01.004.xxxx

b. Apabila kesalahan kode barang persediaan antara lintas jenis persediaan yaitu
tidak dalam satu kelompok persediaan konsumsi, pemeliharaan, persediaan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, persediaan dalam rangka

bansos maka terhadap transaksi tersebut harus diinput ulang.

Contoh : kode barang yang salah adalah 1.01.01.01.001.xxxx seharusnya yang
benar adalah 1.01.05.01.003.xxxx maka harus dilakukan batal perekaman
seluruh transaksi atas kode barang 1.01.01.001.xxx dan dilakukan perekaman

ulang dengan transaksi atas kode barang 1.01.05.01.003.xxxx

B. Kesalahan kode persediaan terjadi di tahun yang lalu,

1. Persediaan belum digunakan sejak 1 Januari tahun ini maka solusi adalah lakukan
rekam transaksi koreksi persediaan keluar yang salah pada 1 Januari dan lakukan
koreksi persediaan masuk dengan kode yang benar pada 1 Januari.

2. Persediaan telah digunakan dan ada transaksi selanjutnya, maka solusinya adalah
sebagaimana huruf (A) angka (2).
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5. Belanja Pemeliharaan
Pertanyaan:

Kami ingin memperbaiki mesin scanner kami yang rusak dengan mengganti salah satu
komponennya (lifter) seharga Rp. 2.000.000,-. Pertanyaan kami apakah hal tersebut akan
menambah nilai aset tersebut (mesin scan)? Kalau ya, bagaimana perlakuannya pada
aplikasi SIMAK-BMN terhadap aset tersebut?

Jawaban:

Terhadap pengeluaran setelah perolehan awal, dapat dibedakan menjadi 2, yakni terhadap
pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang masa
manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital

expenditure atau dikapitalisasi).

Terhadap pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk
pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau mengembalikan ke kondisi

semula) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Karena pengeluaran lifter dimaksud untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau dalam
hal ini mengembalikan ke kondisi semula, maka belanja atas lifter tersebut tidak

dikapitalisasi, namun cukup menggunakan akun belanja pemeliharaan (523121).
6. Kapitalisasi Dari Belanja Barang
Pertanyaan:

Saat ini kami memiliki mata anggaran akun 521811 (Belanja Barang untuk Persediaan
Barang Konsumsi) sebelumnya akun 521111 (Belanja keperluan perkantoran). Dengan akun
521811 instansi kami akan membelanjakan untuk pembelian alat tulis kantor

(ATK)/sejenisnya dan air minum pegawai.

1. Apakah dengan akun 521811 tersebut bisa dibelanjakan untuk pembelian kursi pegawai
seperti kursi setara Chitose, dan berapa batasan rupiah (harga satuan) untuk pembelian
kursi dimaksud?

Apakah dengan pembelian kursi dimaksud, harus dimasukkan dalam SIMAK BMN?

3. Apakah yang dimaksud dengan Nilai Kapitalisasi dari Barang, jika barang tersebut
dibelanjakan menggunakan akun 5218117

4. Berapakah batasan yang wajar dari pembelian barang seperti kursi/meja pegawai,
apabila tidak dimasukkan ke dalam SIMAK BMN (diperlakukan seperti belanja ATK
yang sifatnya habis pakai).
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5. Dari Literatur/Sumber (Peraturan) apakah kami bisa mendapatkan definisi Kapitalisasi

Pasar?
Jawaban:

1. Akun 521811 hanya untuk barang konsumsi yang menghasilkan persediaan. Kursi
pegawai dalam hal ini lebih memenuhi kriteria aset tetap (berwujud, >12 bulan, untuk
operasional, dan tidak untuk dijual/ diserahkan), sehingga harus menggunakan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin (532111). Namun, apabila nilai perolehan satuan kursi
pegawai di bawah nilai Satuan Minimum Kapitalisasi sesuai dengan Lampiran VII
Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
BMN, yakni di bawah Rp300.000,- untuk per satuan peralatan dan mesin, maka
digunakan akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran).

2. Belanja kursi tersebut tetap harus dimasukkan dalam Aplikasi SIMAK-BMN, baik belanja
kursi pegawai tersebut menggunakan akun 532111 maupun 521111. Perbedaannya ada
di akhir penyajiannya, yakni jika menggunakan akun 532111 maka akan tersaji sebagai
aset tetap di neraca, dan jika menggunakan akun 521111 maka akan tersaji sebagai aset
ekstrakomptabel.

3. Kursi/meja pegawai tidak dapat dikategorikan sebagai habis pakai, mengingat memenuhi
kriteria aset tetap, dan secara nyata barang ini tidak untuk dijual/ diserahkan.

4. Peraturan terkait kapitalisasi barang dapat dilihat pada:
¢ Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual;

e Peraturan Menteri Keuangan Nomor-120/ PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN;
o Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi
Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

7. Biaya Komunikasi Pejabat

Pertanyaan:

Kantor kami berencana menyediakan fasilitas komunikasi bagi pejabat eselon Ill dan IV
dengan cara menyediakan/mendaftarkan nomor kartu GSM pasca bayar atas nama pejabat
tersebut, dan penagihannya ke kantor kami, dapatkah hal itu kami lakukan? jika dapat,

dibebankan ke akun mana?
Jawaban:

Hal tersebut dapat dilakukan, selama anggaran untuk itu tersedia di DIPA satuan kerja

Anda. Terkait akun, dapat menggunakan akun 522112 (langganan telepon).
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8. Hibah Langsung

Pertanyaan:

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada serentak pada Tahun 2015 di mana Satuan
Kerja KPU Kab/Kota dan Polres Kab/Kota mendapat hibah langsung uang (HLU) dari
Pemkab/Pemkot masing-masing. Adapun penggunaan HLU tersebut dibagi menjadi dua

Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2015 dan 2016.

Terkait dengan hal ini, satker kami telah melakukan pengesahan menggunakan SP2HL dan
SP4HL (ada dana HLU yang dikembalikan ke donor/pemkab/pemkot).

Namun setelah kami teliti ternyata Bagan Akun Standar (BAS) pada SP4HL terdapat
kekeliruan sesuai dengan Perdirjen 81 Tahun 2011 yaitu BAS yang tertera di SP4HL
menggunakan Akun 431133 yang seharusnya 311911 (karena HLU telah disahkan atas

register yang sama pada tahun anggaran yang lalu/2015).

1. Apakah Dasar Hukum Tata Cara Pengesahan Hibah masih mengacu pada Perdirjen 81
Tahun 2011 atau telah ada aturan yang lebih baru?

2. Jika Pertanyaan nomor 1 jawabannya masih, maka harus ada koreksi BAS pada SP4HL
satker dimaksud sesuai dengan BAS yang benar. Apakah tata cara koreksi cukup pada
Perdirjen 16 Tahun 2014 atau adakah Juknis untuk koreksi BAS pada SP4HL?

Jawaban:

1. Ketentuan Tata Cara Pengesahan Hibah sampai dengan saat ini antara lain mengacu
kepada:
¢ PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah yang telah
diubah dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan
Hibah
e Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/ 2011 tentang Tata Cara Pengesahan
Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga
e Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor
S-5660/PB.6/2016 tanggal 19 Juli 2016 hal Kebijakan Akuntansi dalam Rangka
Penyusunan LKKL
2. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan akun 43113x/43123x sesuai akun pendapatan
hibah yang digunakan pada saat penerbitan SP2HL/SPHL merupakan akun yang
digunakan dalam SP4HL tahun berjalan dengan merujuk pada SP2HL/SPHL yang
diterbitkan tahun berjalan. Sedangkan penggunaan akun 311911 merupakan akun yang

digunakan dalam SP4HL dengan merujuk pada SP2HL/SPHL yang diterbitkan tahun
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anggaran yang lalu. Dan pengaturan tersebut diatur lebih rinci dalam Surat Direktur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5660/PB.6/2016
tanggal 19 Juli 2016.
Terkait dengan tata cara koreksi data transaksi keuangan berpedoman pada Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi
Keuangan pada SPAN. Dalam hal dilakukan pembatalan dokumen pengesahan, agar
berpedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2015 tentang Mekanisme
Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada SPAN. Kedua

ketentuan tersebut mengakomodir transaksi data keuangan tahun anggaran berjalan.

9. Rekening Hibah

Pertanyaan:

Bagaimana perlakuan terhadap rekening hibah satker jika dalam rekening koran terdapat
setoran oleh Bendahara ke Rekening tersebut, hal ini mengakibatkan saldo akhir hibah pada

KPPN tidak sama dengan rekening Koran?
Jawaban:

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro
pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dalam rangka
pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang (PMK 252/PMK.05/2014). Sehingga
idealnya, uang yang keluar/masuk ke dalam rekening tersebut adalah dalam rangka

pengelolaan hibah saja.

Apabila terjadi keterlanjuran setoran dana selain dari hibah, sebaiknya dana yang bukan
berasal dari hibah tersebut ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran/rekening yang
sesuai. Perintah transfer tersebut dapat dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak dari KPA.

Sebelumnya perlu didapatkan informasi yang jelas setoran apa yang dilakukan oleh
Bendahara ke Rekening tersebut, karena hal ini akan mempengaruhi perlakukan
akuntansinya. Sementara informasi tersebut belum didapatkan, atas perbedaan saldo Kas
Hibah antara Saldo menurut KPPN dan yang tertuang dalam Rekening Koran tersebut

diungkapkan secukupnya dalam CalLK.

10. Saldo Tidak Normal pada Neraca Percobaan Akrual

Pertanyaan:
Dalam LKKL Semester | TA 2016 banyak ditemukan saldo tidak normal. Setelah ditelusuri

terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
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Perbedaan data saldo awal neraca percobaan akrual antara SAIBA Satker dan -
Rekon&LK

Perubahan kode akun UP/TUP sehingga tidak bisa nihil dan bersaldo kredit

Persediaan yang belum diregister bersaldo kredit karena belanja yang peruntukannya
bukan sebagai persediaan dicatat sebagai persediaan.

Satker telah melakukan jurnal tetapi tidak mengubah e-rekon karena diberi tanggal
mundur misalnya 1 Januari 2016

Mohon solusi tindaklanjut yang dapat kami lakukan.

Jawaban:

Terkait pertanyaan saudara, secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Perbedaan data saldo awal neraca percobaan akrual antara SAIBA Satker dan e-Rekon&LK

Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah yang disarankan sebagai berikut:

1.

Melakukan koordinasi dengan unit di atasnya.

a. Satker --> koordinasi dengan W/E1

b. WI/E1 --> koordinasi dengan KL

c. KL --> Koordinasi dengan Tim Penyusun LKPP

Bila berdasar koordinasi tersebut, diketahui perbedaan karena kesalahan level bawah
(satker), maka perbaiki Saldo Awal Level Bawah atau unduh Saldo awal dari e-Rekon-
LK.

Bila diketahui kesalahan karena ADK Tingkat KL yang terkirim ke Kemenkeu ternyata
yang salah (bukan yang terakhir), kirim ulang ke Kemenkeu untuk dilakukan upload

ulang Saldo awal.

Perubahan kode akun UP/TUP sehingga tidak bisa nihil dan bersaldo kredit. Kondisi ini

terjadi karena kesalahan penggunaan kode akun untuk pertanggungjawaban/Setoran

UP/TUP. Bisa jadi, setoran pengembalian sedianya untuk pengembalian UP, namun

menggunakan akun setoran TUP. Untuk mengatasi masalah tersebut, hal-hal yang perlu

dilakukan satker adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan koordinasi dengan KPPN Mitra Kerja, terkait Saldo Akun UP/TUP ini.
Koordinasi ini dimaksudkan untuk rekonsiliasi sekaligus konsultasi mengenai langkah
yang diperlukan untuk koreksi saldo UP TUP dimaksud;

Berdasarkan hasil koordinasi, jika diperlukan koreksi, maka satker dapat melakukan
koreksi saldo UP/TUP melalui aplikasi SAIBA. Namun perlu diperhatikan, jika Saldo
UP/TUP ini merupakan saldo audited 2015, maka koreksi yang dilakukan tidak boleh
mengubah saldo akhir audited 2015 (Saldo di Neraca);
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3. Khusus Saldo Kas di KPPN (Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas pada
BLU, dan Saldo Kas Hibah), koreksi yang terkait Saldo Kas di KPPN tersebut harus
berkoordinasi dengan KPPN, agar KPPN melakukan koreksi atas pencatatan saldo
dimaksud. hal ini agar posisi saldo Kas selalu sama antara KPPN dengan Satker.
Sehingga ketika rekonsiliasi, tidak terdapat perbedaan.

Persediaan yang belum diregister bersaldo kredit karena belanja yang peruntukannya bukan

sebagai persediaan dicatat sebagai persediaan. Solusi untuk permasalahan ini sebagai

berikut:

1. Melakukan pengecekan kembali, apakah benar persediaan yang diinput di aplikasi
persediaan memenuhi kriteria persediaan, yaitu barang tersebut memang
diniatkan/direncanakan pengadaannya bersifat kontinu, tidak hanya satu kali kegiatan
saja. (Untuk lebih jelas, dapat melihat pada Surat S-6478/PB/2015 hal Penggunaan
Akun Belanja yang menghasilkan Persediaan);

2. Apabila sudah dipastikan bahwa barang tersebut termasuk persediaan, maka perlu
dilakukan koreksi atas dokumen DIPA dan SPM/SP2Dnya.

Satker telah melakukan jurnal tetapi tidak mengubah e-Rekon&LK karena diberi tanggal
mundur misalnya 1 Januari 2016. Perlu disampaikan, perbaikan data pada sisi Satker (SAl)
dilaksanakan sesuai tanggal dokumen. Misal Koreksi atas SPM/SP2D dengan tanggal
dokumen 12 Januari 2016, koreksi tersebut dilakukan atas perekaman dokumen tertanggal
tersebut. Koreksi yang diberi tanggal mundur tersebut tetap akan mengakibatkan perubahan
pada data SAIl di e-Rekon&LK, karena kiriman data dari Aplikasi SAIBA bersifat kumulatif

dari awal tahun.
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